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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik ialah 

1. Masyarakat yang melakukan pengaduan ke Kantor Pertanahan Sleman 

tahun 2017-2019 telah ditangani oleh kantor pertanahan dalam 

penyelesaian sengketa mengenai sertipikat tanah ganda hak milik atas 

tanah di Kabupaten Sleman yaitu sudah terdapat kewajiban untuk 

melakukan plotting yang dapat menjadi upaya untuk mengurangi 

terjadinya sertipikat tanah ganda dan berupaya untuk menyelesaikan 

kasus yang terjadi dengan menggunakan beberapa jalur penyelesaian 

yaitu pencarian data yang akan mencapai proses mediasi dimana jika 

terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa maka 

akan dikembalikan ke masing-masing pihak terkait kesepakatannya, 

namun apabila keduanya sama-sama keras maka dapat diajukan ke jalur 

litigasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menindak lanjuti sesuai 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

yaitu dengan pengumpulandata fisik dan yuridis terkait penerbitan kedua 

sertipikat,gelar kasus awal, penelitian lapang obyek sengketa, gelar hashil 

penelitian obyek sengketa, mediasi para pihak, gelar akhir. 

2. Terkait dengan kendala dari Kantor Pertanahan Kabupaten Slemnan yaitu 

 

Plotting untuk saat ini sudah diwajibkan untuk melakukan Plotting pada 
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suatu bidang tanah, terkait waktu dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan dari BPN sendiri jika menemukan kasus seperti kesulitan 

mencari warkahnya maka kita akan mencari ke desa yang terdapat 

sengketa tersebut lalu menacri saksi-saksinya. Maka dari itu dapat 

membantu jalannya penyelesaian sengketa pertanahan sehingga waktu 

yang dibutuhkan lebih cepat untuk menangani kasus tersebut. 

 
B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, 

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Saran dari penulis terhadap peranan kantor pertanahan dalam 

penyelesaian sengketa mengenai sertipikat tanah ganda hak milik atas 

tanah di Kabupaten Sleman yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

harus lebih teliti terkait suatu bidang tanah dengan plotting agar tidak 

terjadi lagi kasus sertipikat tanah ganda di Kabupaten Sleman, serta 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus lebih cepat tanggap 

mengenai pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki 

sengketa pertanahan agar mendapatkan penyelesaian sengketa sebaik 

mungkin. 

2. Saran dari penulis untuk semua masyarakat di Indonesia serta di 

Kabupaten Sleman khususnya agar melakukan pengecekan terhadap 

tanah yang dimilikinya apakah sudah plotting agar tidak terjadi kasus 

sertipikat tanah ganda. Selain itu masyarakat yang mendapati kasus 

adanaya sertipikat hak milik atas tanah ganda juga diwajibkan segera 

melaporkan kepada Kantor Pertanahan yang berada di wilayah hukum 

dimana tanah dengan sertipikat hak milik ganda tersebut berada. Maka 
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dari itu akan segera ditindak lanjuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum 

bagi semua pihak yang bertujuan agar kasus sertipikat hak milik atas 

tanah ganda ini bisa berkurang dan tidak ada lagi. 
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